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This study aimed to examine the effect of human resources ability against the reliability 
and timeliness of financial reporting of local government. The research sample is the official 
agency of local government in local government consisting of the departments and offices. Data 
collection is done by giving the questionnaire totaled 72 to the head and finance staff in Rejang 
Lebong SKPD. 
The data collected were processed using SPSS version 16. The results in the first model 
with linear regression showed a positive effect of human resources ability against the reliability 
of financial reporting. After that the results of the study in the second model with a linear 
regression that has been done showing the positive effect of human resources ability on the 
timeliness of financial reporting.Keywords: Human Performance, Reliability, Timeliness and 
Local Government Financial Reporting 
 




1.1  Latar Belakang 
Sebagai sebuah entitas pelayan publik, Pemerintah Daerah perlu 
mempertanggungjawabkan anggaran dan kinerjanya.Bentuk paling utama dari 
pertanggungjawaban tersebut adalah penerbitan laporan keuangan Pemerintah Daerah.Undang-
undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara menyatakan bahwa tujuan pelaporan 
keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja 
manajerial dan organisasional. 
Laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah 
yang menginformasikan kepada pihak lain, yaitu para pemangku kepentingan (stakeholder), 
tentang kondisi keuangan pemerintah. Di Indonesia, laporan keuangan pokok yang harus dibuat 
oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam pasal 30 UU No. 17 Tahun 2003 tentang 
keuangan Negara meliputi: (1) Laporan Realisasi APBN/D, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, 
(4) Catatan atas Laporan Keuangan, dan (5) Lampiran laporan keuangan perusahaan 
negara/daerah dan badan lainnya.  
Dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia dalam beberapa tahun 
belakangan ini, masih banyak ditemukan beberapa kejanggalan.Dalam laporan keuangan masih 
adanya penyajian data-data yang tidak sesuai, selain itu juga banyak penyimpangan-
penyimpangan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit 
laporan keuangan.Terbukti, menurut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 
kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terus mengalami penurunan cenderung 
semakin buruk.Hal ini disebabkan oleh internal control pemerintah daerah masih lemah dan 
kekurangan sumber daya manusia dalam hal ini pegawai yang kompeten. 
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah baik pusat dan daerah 
berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) , harus memiliki karakteristik dasar sebagai 
berikut: keterpahaman (understandability), keterandalan (reliability), keberpautan (relevance), 
ketepatwaktuan (timeliness), ketaatasasan (consistency), dan keterbandingan (comparability). 
Oleh karena itu laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi karakteristik dasar yang 
telah tercantum dalam standar yang telah ditetapkan dalam hal ini SAP. Pengguna yang 
menginginkan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan publik tidak akan ragu 
lagi untuk berbagai kepentingan penggunaannya jika hal tersebut telah terpenuhi, salah satunya 
penggunaan informasi laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan.  
Akuntabilitas publik merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan karena 
adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber 
daya dan penggunaannya.Pelaporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi terhadap 
pemakai.Informasi tersebut dianggap bernilai jika dapat dipahami dan digunakan. Unsur-unsur 
pembentuk laporan yang bernilai menurut Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP 
No. 24 Tahun 2005) terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat di bandingkan dan (d) dapat 
dipahami. Laporan keuangan disajikan kepada pemangku kepentingan bukan untuk mempersulit 
dan membingungkan pembacanya tetapi justru untuk membantu mereka dalam pengambilan 
keputusan sosial, politik, dan ekonomi. 
 Dalam pelaporan keuangan Pemerintah diperlukan adanya peningkatan transparansi dan 
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan 
laporan keuangan kualitas terbaik.Untuk itu, diperlukan komitmen para penyelenggara akuntansi 
dan pelaporan keuangan di seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah mengenai ketentuan 
transparansi dan akuntanbilitas keuangan negara.Informasi itu juga agar dapat berguna dan 
digunakan tentunya informasi tersebut harus dapat dipercaya.Dalam hal ini keterandalan dan 
ketepatwaktuan harus dimiliki untuk suatu laporan keuangan selain karakteristik lainnya. 
Jika karakteristik keterandalan dan ketepatwaktuan dari laporan keuangan tersebut 
terabaikan ataupun belum terpenuhi, maka laporan keuangan tersebut belum menjadi suatu 
laporan yang baik.Untuk menjadi suatu laporan keuangan yang baik, karakteristik yang harus ada 
dalam laporan keuangan itu sendiri harus terpenuhi. 
Laporan keuangan yang baik tidak dapat dipisahkan dari faktor Sumber daya manusia 
dalam hal ini pegawai. Sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat menghemat waktu 
pembuatan laporan keuangan, disebabkan karena pegawai tersebut telah mengetahui dan 
memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa 
tepat waktu. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan maka semakin baik untuk 
pengambilan keputusan ( Mardiasmo, 2002). 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menjadi dasar ukuran 
keberhasilan pertanggungjawaban pengelola keuangan daerah.Dalam hal ini 
pertanggungjawaban pengelola keuangan daerah terhadap masyarakat yang diwakili oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kemampuan dari pengelola keuangan daerah atau 
kemampuan pegawai yang berhubungan langsung dengan proses ini merupakan suatu faktor 
yang dapat sangat berpengaruh terhadap baik atau tidaknya pelaporan keuangan tersebut. 
 
1.2  Rumusan Masalah 
1.  Apakah sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan 
keuangan pemerintah daerah ? 
2. Apakah sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap ketepatwaktuan pelaporan 
keuangan pemerintah daerah? 
1.3  Tujuan Penelitian 
1.  Untuk menguji pengaruh sumber daya manusia terhadap keterandalan pelaporan 
keuangan pemerintah daerah. 
2. Untuk menguji pengaruh sumber daya manusia terhadap ketepatwaktuan pelaporan 
keuangan pemerintah daerah. 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1  Sumber Daya Manusia  
 
 Menurut Susilo (2002) “sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus 
penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi dan tujuannya” dan Kapasitas 
atau kemampuan sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu 
organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau 
kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat 
sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (outputs) 
dan hasil-hasil (outcomes). 
 Menurut Djajendra (Pegawai pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga 
dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun 
bentuk lainya dari pemberi kerja atau pengusaha.2012) pegawai adalah sumber daya yang sangat 
penting dan sangat menentukan suksesnya perusahaan. Pegawai juga selalu disebut sebagai 
human capital, yang artinya pegawai adalah modal terpenting untuk menghasilkan nilai tambah 
perusahaan. 
Sesuai dengan penjelasan dan definisi yang telah di sebutkan dapat disimpulkan bahwa 
kemampuan pegawai merupakan salah satu hal yang penting. Jika dikaitan dengan proses awal 
hingga ahir laporan keuangan, Pegawai berperan aktif sehingga variabel ini menjadi sangat 
penting. Kemampuan pegawai berhubungan langsung dengan keterandalan dan ketepatwaktuan 
pelaporan keuangan pemerintah daerah karena merekalah orang-orang yang terlibat langsung 
dalam proses penyusunan. Jadi andal atau tidak suatu informasi yang disampaikan dan juga tepat 
waktu atau tidak pelaporan keuangan ini sangat bergantung kepada pegawai. 
2.2 Laporan Keuangan Pemerintah 
Berdasarkan PP No. 24 tahun 2005 Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya 
menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan 
membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan: 
a.  Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk 
membiayai seluruh pengeluaran. 
b.  Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi 
dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 
c.  Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam 
kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. 
d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh 
kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. 
e.  Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan 
berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka 
panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. 
f.  Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah 
mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama 
periode pelaporan. 
2.3 Keterandalan 
 Keterandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi 
tersebut benar atau valid. Informasi dalam laporan keuangan harus andal, yakni bebas dari 
pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta 
dapat diverifikasi.Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 karakteristik dari 
keandalan adalah sebagai berikut: 
a. Penyajian jujur 
 Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang 
seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk di sajikan. 
b.  Dapat diverifikiasi 
 Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian 
dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang 
tidak berbeda jauh. 
b. Netralitas 
 Informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan 
pihak tertentu. 
 Jadi kualitas dari laporan keuangan ini merupakan hal yang penting agar tingkat 
kepercayaan terhadap laporan keuangan ini tinggi.Selain itu, para pemangku kepentingan dapat 




 Ketepatwaktuan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat 
dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi 
keputusan. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi 
pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan.  
Mardiasmo (2002), laporan keuangan disajikan tepat waktu agar dapat di gunakan sebagi 
dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosisal, dan politik serta untuk menghindari tertundanya 
pengambilan keputusan tersebut. Sedangkan menurut Catrinasari (2006) menyatakan bahwa 
informasi dalam laporan keuangan akan dapat bermanfaat bagi para penggunanya apabila 
disampaikan dengan tepat waktu.  
Sesuai dengan uraian diatas maka ketepakwaktuan pelaporan keuangan merupakan hal 
yang tidak kalah pentingnya.Dapat dibayangkan jika pelaporan keungan dalam suatu pemerintah 
daerah terlambat. Maka aliran Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah tersebut dapat 
terhambat dan dapatr berakibat pada kemajuan suatu daerah yang sangat bergantung dengan hal 
ini 
 
2.5 Pengembangan Hipotesis 
2.5.1 Pengaruh Kemampuan Sumber Daya Manusia/Pegawai terhadap Keterandalan 
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 
 Pernyataan dari Susilo (2002) yang menyatakan bahwa “sumber daya manusia adalah 
pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan 
misi dan tujuanny.”Keterandalan dari suatu pelaporan keuangan pemerintah daerah tidak dapat 
dipisahkan dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi agar karakteristik dari keterandalan 
tersebut terpenuhi. 
Pegawai dengan kemampuan yang baik akan senantiasa melaksanakan tugas dengan 
mengandalkan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika 
kemampuan pegawai tersebut tinggi maka pegawai tersebut akan dapat melaksanakan tugas dan 
fungsi-fungsinya sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh organisasi.  
Hasil penelitian Celviana dan Rahmawati (2010) menunjukkan bahwa sumber daya 
manusia berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah 
daerah.Selain itu, penelitian dari Andriani (2010) menyimpulkan bahwa Kapasitas sumber daya 
manusia secara signifikan berpengaruh terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah. 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa keterandalan dari pelaporan ataupun unsur informasi yang 
terkandung dalam pelaporan keuangan tersebut sangat bergantung pada pegawai yang 
mengelolanya. Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 
H1     : Kemampuan Sumber daya manusia/pegawai berpengaruh positif terhadap   keterandalan 
pelaporan keuangan pemerintah daerah. 
 
2.5.2 Pengaruh Kemampuan Sumber Daya Manusia/Pegawai terhadap Ketepatwaktuan 
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 
 
Ketepatwaktuan pelaporan keuangan menunjukan bahwa laporan keuangan harus 
disajikan pada kurun waktu yang teratur untuk memperlihatkan perubahan keadaan perusahaan 
yang pada gilirannya mungkin akan mempengaruhi prediksi dan keputusan pemakai (Aditya, 
2005).  
Seorang pegawai dengan kemampuan yang baik akan melaksanakan tugas dan fungsinya 
dengan sebaik mungkin sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh pimpinan dalam 
suatu organisasi. Jika kemampuan yang dimilikinya baik dan dapat mencapai target yang 
ditetapkan maka batasan waktu yang telah ditentukan dapat terpenuhi sehingga pelaporan 
keuangan dari SKPD tersebut dapat menjadi tepat waktu.  
Jadi, dapat disimpulkan bahwa kemampuan pegawai sangat berhubungan erat dengan 
ketepatwaktuan pelaporan keuangan karena proses penyusunan hingga pelaporan laporan 
keuangan dilakukan oleh pegawai. Maka dari itu kemampuan pegawai yang baik diharapkan 
dapat mendorong pelaporan keuangan yang tepat waktu. Berdasarkan uraian diatas maka 
dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 
H2     :    Kemampuan Sumber daya manusia/pegawai berpengaruh positif terhada   
ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. 
3. METODE PENELITIAN 
3.1 Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah staf/pegawai bagian keuangan di Satuan Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah staf 
keuangan yang ada di Setiap SKPD se-Kabupaten Rejang Lebong yang telah memenuhi syarat 
sesuai dengan kriteria purposive sampling yaitu:  
1) Responden adalah pegawai yang bekerja di bagian keuangan di setiap Satuan Kerja 
Perangkat daerah se-Kabupaten Rejang Lebong yang terlibat langsung dalam 
penyusunan Laporan Keuangan. 
2) Pegawai yang telah memiliki pengalaman minimal selama 2 tahun     dalam 
penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. 
3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 
3.2.1 Kemampuan Sumber Daya Manusia/Pegawai (X) 
Kemampuan sumber daya manusia/pegawai adalah kemampuan seorang pegawai baik 
dalam tingkatan individu, organisasi atau kelembagaan, maupun sistem untuk melaksanakan 
fungsi-fungsi atau kewenangannya guna mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.Hal ini 
bisa dilihat dari tanggung jawab yang diemban dan kompetensi yang dimiliki. Variabel 
kemampuan sumber daya manusia/pegawai dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan  
instrumen penelitian Celviana dan Rahmawati (2010) yang telah dimodifikasi dan dengan 
menambahkan beberapa pertanyaan. 
3.2.2 Keterandalan (Y1) 
Keterandalan adalah  kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa 
informasi tersebut benar atau valid. Indikator yang digunakan yaitu informasi yang disajikan 
dalan laporan keuangan lengkap, benar, dapat diverifikasi (diuji), dan netral. Variabel 
keterandalan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan  instrumen penelitian Celviana 
dan Rahmawati (2010)  yang telah dimodifikasi. 
3.2.3 Ketepatwaktuan (Y2) 
Ketepatwaktuan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat 
dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. 
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan mengindikasikan dengan jelas periode 
pelaporan.Variabel Ketepatwaktuan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan instrumen 
penelitian yang dikembangkan oleh Celviana dan Rahmawati (2010) yang telah dimodifikasi. 
3.3 Metode Pengujian Hipotesis 
 Metode pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalahmodel regresi sederhana 
yang menunjukkan pengaruh hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen 
dengan dua persamaan yaitu sebagai berikut : 
Persamaan 1: 
Y1 = a1 + b1X 
Persamaan 2: 
Y2 = a2 + b2X 
Dimana: 
Y 1= variabel tak bebas/ terikat (Keterandalan) 
Y 2= variabel tak bebas/ terikat (Ketepatwaktuan) 
X = variabel bebas (Kinerja Pegawai) 
a1 = konstanta (intersept) 1 
b1 = koefisien regresi/ nilai parameter 
a2 = konstanta (intersept) 2 




4. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1 Deskripsi Data 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner yang diedarkan 
langsung pada setiap SKPD yang menjadi tempat penelitian. Kuesioner diedarkan dari tanggal 
27 Juli – 17 September 2012.   
Total kuesioner yang disebarkan dalam penelitian ini berjumlah 72 kuesioner. Dari 72 
(100%) kuesioner yang disebarkan  63 (87,50%) kuesioner diterima kembali, 9 (12,50%) 
kuesioner tidak kembali. Dari 63 (100%) kuesioner yang diterima, 55 (87,30%) dapat diolah dan 
8 (12,70%) tidak dapat diolah karena masa kerja dari responden kurang dari 2 tahun dan bukan 
staf bagian keuangan, sehingga kriteria purposive sampling yang telah ditentukan tidak 
terpenuhi. 
4.2 Statistik Deskriptif 
Data yang telah terkumpul dari kuesioner yang disebarkan ditabulasi dengan tujuan sebagai 
alat analisis data. Hasil tabulasi tersebut diolah menggunakan program SPSS yang menghasilkan 
deskripsi statistik variabel penelitian, seperti yang tampak pada tabel 4.1berikut : 
Tabel 4.1 
Deskripsi Statistik Responden 




Teoritis Aktual Deviation 
Sumber daya 
manusia/Pegawai (X) 
55 10 – 50 20 – 46 33,67 5,43 
Keterandalan (Y1) 55 12 – 60 22 – 56 43,95 6,843 
Ketepatwaktuan (Y2) 55 6 – 30  11 – 29 23,15 4,373 
Sumber : Data primer diolah, 2012 
 
4.3 Hasil Uji Kualitas data 
Hasil pengujian validitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.2: 
Tabel 4.2 





Sumber daya manusia/Pegawai (X) 0,433** - 0,610** Valid 
Keterandalan ( Y1) 0,396** -  0,683** Valid 
Ketepatwaktuan (Y2) 0,402**-  0,776** Valid 
**  Correlation is significant at the 0.01 level  
 Sumber: Data primer diolah, 2012 
 
Hasil uji validitas diatas menunjukkan pearson correlation untuk setiap variabel yaitu: 
Sumber daya manusia/Pegawai (X), Keterandalan(Y1) dan Ketepatwaktuan (Y2) signifikan pada 
tingkat signifikansi 0,01. Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa semua pertanyaan  
dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang diharapkan. 
4.4. Hasil Uji Reliabilitas 
Hasil pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.3 
Tabel 4.3 








Keterandalan ( Y1) 0,762 Reliabel 
Ketepatwaktuan (Y2) 0,704 Reliabel 
Sumber: Data pimer diolah, 2012 
Berdasarkan hasil pegujian reliabilitas pada Tabel 4.3 di atas, Hasil perhitungan tersebut 
menunjukkan bahwa nilai Cronbach’sAlpha (α) untuk masing-masing variabel adalah lebih besar 
dari 0,60, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa item-item instrumen untuk masing-masing 
variabel adalah reliabel.  
4.5. Hasil Uji Normalitas 
Hasil pengujian normalitas data dapat dilihat pada table 4.4 dibawah ini : 
Tabel 4.4 









0,725 0,67 Normal  
Keterandalan ( Y1) 1,035 0,234 Normal 
Ketepatwaktuan (Y2) 0,919 0,367 Normal 
Sumber: Data primer diolah, 2012 
Berdasarkan hasil pegujian normalitas pada Tabel 4.4 di atas, terlihat bahwa seluruh 
variabel memiliki nilai Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan 
bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini adalah terdistribusi normal. 
4.6  Hasil Pengujian Hipotesis 
4.6.1  Pengujian Hipotesis Pertama (H1) 
Tabel 4.5 
Hasil Regresi Sederhana H1  




Konstanta 17,635 3,087 0   
Sumber daya 
manusia/Pegawai 
0,781 5,753 0 
Berpengaruh 
positif 
Adjusted R Square : 0,373      F: 33,092    
Y1 : Keterandalan 
Sumber : Data diolah, 2012 
Dari tabel 4.5 diperoleh koefisien determinasi (Adjusted R
2
) sebesar 0,373, hal ini 
menunjukkan bahwa 37,3% variabel Keterandalan dijelaskan oleh variabel Sumber daya 
manusia/Pegawai. Untuk sisanya sebesar 63,7% dijelaskan oleh sebab-sebab diluar model. 
Nilai p value dalam tabel 4.6 tersebut adalah sebesar 0,000. Jika nilai p value < 0,05 yang 
berarti bahwa hipotesis pertama yang menyatakan “Sumber daya manusia/Pegawai berpengaruh 
positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah” diterima. Dari hasil 
analisis tersebut menunjukkan bahwa Sumber daya manusia/Pegawai SKPD berpengaruh positif 
terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 
4.6.2  Pengujian Hipotesis Kedua (H2) 
 Hipotesis pertama (H2) dalam penelitian ini adalah “Sumber daya manusia/Pegawai 
Berpengaruh Positif terhadap Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.” Hasil 
pengujian dapat dilihat pada tabel 4.6 
Tabel 4.6 
Hasil Regresi Sederhana H2  
Variabel Koefisien t 
Nilai P 
(Sig) Kesimpulan 
Konstanta 7,122 2,34 0,023   
Sumber daya 
manusia/Pegawai 0,476 5,331 0 
Berpengaruh 
positif 
Adjusted R Square : 0,337      F: 28,420   P: 0,000 
Y2 : Ketepatwaktuan 
Sumber : Data diolah, 2012 
Dari tabel 4.6, diperoleh koefisien determinasi (Adjusted R
2
) sebesar 0,337, hal ini 
menunjukkan bahwa 33,7% variabel Ketepatwaktuan dijelaskan oleh variabel Sumber daya 
manusia/Pegawai. Untuk sisanya sebesar 67,3% dijelaskan oleh sebab-sebab diluar model. 
Nilai p value dalam tabel 4.6 tersebut adalah sebesar 0,000. Jika nilai p value < 0,05 yang 
berarti bahwa kedua yang menyatakan “Sumber daya manusia/Pegawai berpengaruh positif 
terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah” diterima. Dari hasil analisis 
tersebut menunjukkan bahwa Sumber daya manusia/Pegawai SKPD berpengaruh positif 
terhadap Ketepatwaktuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 
4.7 Pembahasan 
4.7.1  Pengaruh Kemampuan Sumber daya manusia/Pegawai Terhadap Keterandalan 
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Kemampuan  pegawai merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang pegawai untuk 
melaksanakan fungsi dan tugas-tugasnya guna mencapai suatu tujuan. Pegawai SKPD bagian 
keuangan dengan kinerja yang baik pasti akan mengeluarkan kemampuan yang dimilikinya agar 
dapat menghasilkan suatu output yang berkualitas yaitu suatu laporan keuangan yang telah sesuai 
dengan SAP. Salah satu karakteristik dari pelaporan keuangan yang berkualitas adalah nilai 
informasi dalam laporan keuangan tersebut andal yaitu informasi yang disajikan valid. 
Jika pegawai SKPD memiliki kemampuan yang baik dalam melaksanakan pekerjaannya, 
maka diharapkan akan menghasilkan output yang baik yaitu terciptanya keterandalan dari 
laporan keuangan. Hal ini dikarenakan keterandalan pelaporan keuangan tersebut dipengaruhi 
oleh kemampuan dari pengelola laporan keuangan itu sendiri yaitu pegawai SKPD. 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa variabel kemampuan 
sumber daya manusia/pegawai memiliki pengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan 
keuangan pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa 
pegawai SKPD Kabupaten Rejang Lebong memiliki kemampuan yang baik sehingga kriteria 
andal dari laporan keuangan dapat terpenuhi. Semakin baik Kemampuan sumber daya 
manusia/Pegawai SKPD maka semakin andal laporan keuangan yang akan dihasilkan begitu pula 
sebaliknya. 
Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Celviana dan 
Rahmawati (2010), Andriani(2010) dan Hartina (2009). Hasil dari penelitian mereka 
menunjukkan bahwa Sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keterandalan 
pelaporan keuangan pemerintah daerah. Tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian 
terdahulu yang dilakukan oleh Rosidi(2010) dan Indriasari dan Ertambang (2007). Hasil dari 
penelitian mereka menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah 
4.7.2  Pengaruh Kemampuan Sumber daya manusia/Pegawai Terhadap Ketepatwaktuan 
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Ketepatwaktuan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat 
dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. 
Laporan keuangan dapat dilaporkan jika laporan tersebut telah selesai dan siap untuk dilaporkan. 
Laporan tersebut harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan sesuai SAP yaitu keterpahaman, 
keterandalan, keberpautan, ketepatwaktuan, ketaatasassan dan keterbandingan. Untuk dapat 
memenuhi kriteria-kriteria tersebut peranan pegawai SKPD selaku pengelola dan penyusun 
laporan keuangan sangatlah penting. 
Pegawai SKPD dengan kemampuan yang baik akan dapat menyelesaikan tugas-tugas 
terkait penyusunan laporan keuangan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Hal ini 
dikarenakan pegawai tersebut telah mengetahui apa yang harus dilakukan sehingga laporan 
keuangan tersebut dapat selesai tepat waktu. 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa variabel kemampuan 
sumber daya manusia/pegawai memiliki pengaruh positif terhadap ketepatwaktuan pelaporan 
keuangan pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa 
pegawai SKPD Kabupaten Rejang Lebong memiliki kemampuan yang baik sehingga 
Ketepatwaktuan dari pelaporan laporan keuangan dapat terpenuhi. Semakin baik kemampuan 
sumber daya manusia/pegawai SKPD maka pelaporan laporan keuangan akan menjadi tepat 
waktu. 
Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indriasari 
dan Ertambang (2007), Hartina (2009) dan Andriani(2010). Hasil dari penelitian mereka 
menunjukkan bahwa Sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap Ketepawaktuan 
pelaporan keuangan pemerintah daerah. Tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian 
terdahulu yang dilakukan oleh Indriasari danErtambang (2007), Rosidi(2010) dan Celviana dan 
Rahmawati (2010). Hasil dari penelitian mereka menunjukkan bahwa Sumber daya manusiatidak 
berpengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. 
5. PENUTUP 
5.1  Kesimpulan 
1. Kemampuan sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap Keterandalan Pelaporan 
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini menunjukkan bahwa 
kemampuan sumber daya manusia atau pegawai SKPD dapat mempengaruhi 
keterandalan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. 
2. Kemampuan sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap Ketepatwaktuan 
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini 
menunjukkan bahwa kemampuan dari sumber daya manusia atau pegawai SKPD dapat 
mempengaruhi ketepatwaktuan dari pelaporan keuangan pemerintah daerah.  
 
5.2  Implikasi Hasil Penelitian 
1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, hasil penelitian ini dapat dijadikan 
bahan evaluasi dan pertimbangan untuk pegawai SKPD Kabupaten Rejang Lebong 
terutama bagian keuangan agar dapat melaksanakan penyusunan laporan keuangan secara 
andal dan tepat waktu. 
2. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong dan memperkaya 
penelitian dalam bidang akuntansi sektor publik sehingga dapat meningkatkan 
pengetahuan dan pemahaman mahasiswa mengenai pengaruh kemampuan sumber daya 
manusia terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah 
daerah. 
3. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi 
untuk penelitian lebih lanjut. 
 
5.3  Keterbatasan Penelitian 
1. Kuesioner untuk variabel kemampuan sumber daya manusia dalam penelitian ini masih 
memiliki beberapa kekurangan seperti indikator terperinci untuk menentukan tingkat 
kemampuan dari sumber daya manusia belum terlalu lengkap. 
2.  Variabel independen dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel kemampuan 
sumber daya manusia atau pegawai. Sehingga masih ada variabel lain yang 
mempengaruhi dan dapat ditambahkan ke penelitian selanjutnya. 
 
5.4  Saran 
1. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan dan melengkapi indikator-indikator pada 
kuesioner kemampuan sumber daya manusia, agar butir pertanyaan pada kuesioner lebih 
terperinci untuk menentukan tingkat kemampuan dari sumber daya manusia. 
2. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah seperti pengendalian internal akuntansi dan 
sistem informasi keuangan daerah. 
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